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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya sengketa kepengurusan Koperasi 

Sawit Perkasa Timur (Kopertim) karena keluarnya surat keterangan 

Diskoptransnaker   Nomor: 518/Diskoptransna ker/KUKM/429 Tahun 2017 yang 

menjadi objek sengketa.. Rumusan dan tujuan penelitian ini adalah 

mendeskripsikan sengketa yang terjadi dan bagaimana status kepengurusan 

Kopertim pasca Putusan MA. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis-

empiris dengan pendekatan preskriptif-kualititatif. Hasil dari penelitian ini yaitu 

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 7/G/2018/PTUN.PBR dan 

Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 210K/TUN/2019 sudah membatalkan surat 

keterangan tersebut. Kesimpulannya, sampai saat ini Diskoptransnaker belum 

mengeluarkan SK untuk memastikan kepengurusan yang sebenarnya. 

 

Kata Kunci: Kopertim, Diskoptransnaker, Putusan Mahkamah Agung 
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ABSTRACT 

 

This research was motivated by a dispute over the management of the East Mighty 

Palm Oil Cooperative (Kopertim) due to the issuance of a Diskoptransnaker 

certificate Number: 518 / Diskoptransna ker / KUKM / 429 of 2017 which was the 

object of dispute. The formulation and purpose of this study is to describe the 

disputes that occur and how the management status of Kopertim after the Supreme 

Court Decision. The method used is juridical-empirical research with a 

prescriptive-qualitative approach. The result of this study is  the Decision of the 

Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 7 / G / 2018 / PTUN. PBR 

and  the Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision Number 210K / TUN 

/ 2019 have canceled the certificate. In conclusion, until now Diskoptransnaker has 

not issued a decree to ensure actual management. 
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